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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 21 TAHUN 1995 SERI : D NO = 25

oo

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR =~ 29 TAHUN 1995
TENTANG

DRGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 27 TAHUN 1995 Lo8ERDTTiD NO : 25

—

PERQTURAN DAERAH KABUPATEN: DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN.
KABUPATEN DAERAH ‘TINGKAT 11, BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT ‘11 BANYUMAS

Menimbang : ‘a. bahwa dalam rangka-pelaksanaan otono-

' . ™ mi~ yang nyata, dinamis dan bertang-

'“gung . jawab _‘dengan titik berat di

Daerah © Tingkat 11 berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

wilsd Y 11995, - ~telah diserahkan sebagian

a6 L * .. urusan di bidang Kesejahteréan Sosial

Nebi ¢ " kepada :Daerah Tingkat 11 sebagai
Urusan Rumah Tangga :Daerah 3

b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan
tersebut maka Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

3 Daerah Tingkat Il Banyumas sebagaima-
na diatur dalam Peraturaan Daerah

- Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

5»Tahun-1979 sudah tidak sesuail

Nomor ]
ditinjau

lagi, oleh karena itu perlu

kembali 3
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‘,“-,I.

€. bahwa sehubungan dengan hal terg

ebut,
untuk meningkatkan kelancaran

Denye\
lenggaraan pemerintahan dan Pembg_
~hgunan secara berdayaguna dan berha-
sil ‘guna khususnysa dibidang kesehatap
maka perlu menetapkan kembal i dengan
Peraturan Daerah :
Mengingat : 1. Undéng—uhdang Nomor 13  Tahun 1950

tentang Pembentukan - 'Daerah—daerah

Kabupaten dalam Lingkungan

“Jawa Tengah -

Propinsj

Uhdang—undéngf“Nomor”'S " Tahun' . 1974
tentang Pokok -pokok Pemerintahan 4gi
“*Daerahﬂ--(Lembahan Negara Republik
“Indénesia. Tahun: 1974 Nomor 38,

Tam-
:JbahannLembaranrNegaha1Republik Indo-
"""" nesia Nomor-3037).;an‘
~3t”Peréturan*-PemerintahiNomor 7  Tahun
- 01987 tentang Penyerahan Sebagian
- Urusan "Pemerintahan: dalam Bidang
Kesehatan ‘kepada  -Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3347y 0 neh g
‘4;‘Peraturan_,Pemerintah Nomor 6 Tahun
~r19e8 tentang Koordinasi Kegiatan
~Instansi Vertikal di-Daerah (Lembaran
“Negara'Repablik Indonesia Tahun 1988
- Nomor ‘105, Tambahan,, Lembaran Negara

‘fﬁemublik*indOnesia\Nomor 3373) ;
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10.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah dengan Titik Berat pada Daerah

Tingkat Il (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tamba-

han Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 3487) 3

Peraturan Pemerintah Nomor 8 -Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua

‘puluh enam) Daerah Tingkat II Percon-

tohan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun - 1995 Nomor i8,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3590) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor
39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orga-

nisasi Dinas Daerahj;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Per-
aturan Daerah dan Peraturan Daerah

Perubahan 3

Képutusaﬁ Hehtefi Dalam Negeri Nomdr
97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi

Pemerintah Daerab dan Wilayah ;.

Keputusan}ﬁénterigbélém Negefi 'Nomor
: 994 tentang Pedoman Organis-—

¢ Tahun 1
asi dan .Tatakerja /Dinas Kesehatan

 ,Daérah H
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ger;
O
: “Naa
Dtonoml n
S®ran
s

11. Keputusan Menteri Dalam Ne
105 Tahun 1994 tentang
Proyek Percontohan
Pada Tingkat I]

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat
Kabupaten Daerah Tingkat 7] Banyumas

DGErah

Menetapkan s

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ini yang dimaksud dengan
édaléﬁ‘Kébupatén'Daerah Tingkat 1]
masp~0 g | JnEInsd e .
t. Pemerintak’ Daerah adalan”
Daerah Tingkat 1] Banyumas;
't.'éupaiif7kepéla Déefa
Tirgh €T
"a?epegse’
walkilliarn

‘ﬁémerintah Kabupaten
h adalah Bupati-kepala Daerah
Hamyumas: -
Perwakiian
Rakyat
Banvumas;
€. . Bifnas

Rakyat Daerah

‘adalah Dewan Per -
Daerah kabupaten

Daerah Tingkat 171

Kesehatan adalah Dinas Kesehatan
vaerahn Tingkat

Kabupatenr
Hanyumas;

b
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o .

f. Kepala Dinas ‘adalah Kepala”’ 'Dinas ‘Kesehatan
Ka?upaten Daerah Tingkat II - Banyumasy <<~ =77 777
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas vyang selanjutnya

S:::;u;ingD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian
o | S yang melaksanakan tugas teknis terten-
; . ek CNCg S B UL sAssppnelavyn o5 ¥s
hl,Jabataanungsionalgadalah’kedddukéh“yahg'menunjUk-f
kan tugas, tanggung jawab, wewenangirdan hak - seo=
- . rang, Pegawai Negeri; Sipil dalam 'satuan ' organisasi
- yang _dalam*pEIaksanaan.tugasnya.=didasankan pada
.« keahlian dan atau ; keterampilan: tertentu - serta
bersifat mandiri. il ik ot sl ole B8

1 . ¢ ’ {

i . BAB. IXs—~c . e ipnaq nelie6N

~ el

[ 3 5Q ]

. . . KEDUDUKAN, , TUGAS, POKOK DAN FUNBSI & (.7

Pasal 2.rnoizshwqo nsenidmag

(1) Dinas Kesehatan adalah Unsur:Pelaksana: Pemerintah"

.- Daerah: yang dibentuk - berdasarkan ©: penyerahan

urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagail’'- urusan
rumah tangga Daerah di bidang Sposial .

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas vyang berada’ dibawah"dan bertanggung jawab
kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3
ve vy 0 i waeuce | P

Din;s Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan rumah tangga Daerah dalam bidang ~kesehatan
yang menjadi tanggung jawabnya meliputi kesehatan
keluarga dan pelayanan kesehatan masyarakat, "
gahan . .dan pemberantasan penyakit dan “penyehatan ling-
kungan, penyuluban kesehatan masyarakat. dan = tugas

pence-
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pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atay

Paud

merintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah. . e
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok SebagaiMana_

dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinge

Kesehatan mempunyai fungsi :

8. pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehg-
tan dasar dan upaya pelayanan kesehatan FUjukan
berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ‘ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan; ‘ :

b. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pPende-
katan pengikatan (promotif), pencegahan {preven-
ti), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilits-
tif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan
cleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

C. pembinaan operasional seésuai kebijaksanaan
ditetapkan ocleh Bupati Kepaila Daerah ;

d. pengurusan ketatausahaan 5

€. pelaksanaan tugas-tugas 1ain yang diberikan oleh
Bupati Kepala Daerah b

yang

BAB III
ORBANISAG

Pasal 5

(1) Susunan Urganisasi- Dinas

Kesehatan terdiri
.. dari :

&. Kepala Dinas 3
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. -

3. Urusan Keuangan ;
4. Urusan Umum ;

Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, terdiri
dari : '

1. Sub Seksi Rumah Sakit ;

2. BSub Seksi Puskesmas ;

3. Sub SeksiAKesehatan Khusus 5

4. Sub Seksi Kefarmasian ;

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit,

terdiri dari : -

i. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;

2. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;

3. Sub Seksi Pemberantasan penyakit yang
bersumber dari binatang ;

4. Sub ©Seksi Pemberantasan Penyakit Menular

Langsung ;

Seksi Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :

1. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum ;

2. Sub Seksi Pengawasan Kwalitas Air dan
ALingkungan : 7

3. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;

4. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman ;

Seksi Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Beren-

cana 3 :
2. Sub Seksi Gizi ;
3. Sub Seksi Kesehatan Anak ;3
Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut 3

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, terdiri

dari @
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

tujuaen dari Menteri Dalam

1. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;

5. Sub Seksi peranserta Masyarakat ;

Lo . toda ;
i Sarana dan Me F &
3. Sub Seks n Informasi ;

4. Sub SeksiPenyebarluasa

h. Cabang Dinas ; - . .
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usabha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi. dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang
Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang

Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai
Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. :

Pasal 6

Susunan Orgaqisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g dan j Peraturan

Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD Sosial

akan ditetapkar kemudian setelah mendapat perse”
Negeri ;
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(3) Bagan 0Organisasi Dinas Kesehatan tercantum

. dalam
-Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

BAB 1V
TATAKERJA
Pasal 7
Tatakerja Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal B8
Jenjang Jjabatan dan kepangkatan serta susunan kepe-
gawaian Dinas Kesehatan diatur sesuail dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peratu-
ran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1I Banyumas Nomor
S Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahyj
memer intahkan pengundangan Peraturan Daerah
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Daerah Tingkat II Banyumas.

nya 3
ini
KabUDaten

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
Ketua,
Cap. ttd Cap. ttd.
H. WARSONO

H.DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Tengah tanggal 10 Juli 1995

Surat

Jawa
Nomor : 188.3/218A/1995

D;undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 25 tanggal 28 Juli 1995
Seri1 D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. S 0 E D IMAN

Pembina
Nip. : 500 034 ga2
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BANYUMAS
NOMOR 29 TAHUN 1995

TENTANG

DRGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
DAERNH TINGKAT 11 BANYUMAS

1. PENJELASAN UMUM

Sebelumnya Susunan Organisasi dan Tata Kerjea
Dinas Kesehatan telah diatur dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor
S Tahun 1979.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor B8
Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah
Tingkat 11 Percontohan, telah ditambahkan penye-
urusarn pemerintahan di bidang kesehatan
kepada Pemerintah Daerah Tingkat Il Banyumas
sebagai urusan rumah'tangga daerah., sehingga perlu
meninjau kembali sekaligus mencabut berlakunya
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
ahun 1979. : |

rahan

Banyumas Nomor 5 T

Adapun urusan-urusan yang diserahkan ~adalah

sebagai berikut @

A. Kewehangén‘Pangkgl‘: | B
{1. Pekerjaan curatiev menyelenggarakan ‘rumah
sakit dar poliklinix :
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2.
3.

4;

if : consultasi-birg
: reventif & CONE
jaan P y

Peker BT Nty
. orang 4znks
bay1l ::Zi jawatan“la”ata” kesehatan diba\
Menga . 4 A
eny G TPRRIE

trian Kesehatan dan Propinsi yang diseryy
ri

'kan ;

. Penyerahan Urusan.LEbih.Lanjut 2/

-

0 W N o

1%,
g,

A3.
14,
i5,
16.
g 1
18,

19
20.
21.
22,

3.

24,

25.

Kesejahfefaah Ibu dan Anak serta Keluargs
Berencanaj

Perbaikan gizi ;

Hygiene dan sanitasi ; 5

Penyehatan lingkungan pemuk iman ;

Pencegahan penyakit dan pembrgntasan\ Penya-
Kit 3 _

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ;

Fenyuluhan Kesehataq Masyarakat_; :
Pengobatah termasuk pelayanah_ kesehatan
karena kecelakaan ;. |
Kesehatan sekolah ; e e © :
Perwatan kesehatan masyarakat
Kesehatan gigi dan mulut
Laboratorium sederhana ;
Pengamatan penyékit ; : . |
Pembinaan{,>dap_ Dehdgmbaﬁgéov‘perah ~ serta
masyarakat ; o e o
Pelayanan medik ;

REhabilitasi.
Perawat 3 '

-
3

medik ;

Kesehatan rujukan

Pengadaan cbat dan slat kesehatan .
Pelayanan Kesehatah ‘ ~ ’

“ujukan ; asar dan kesehatan
Gudang Farmac; .

.
b ]

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

I11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal |

Pasal

1

10

huruf a s/d h

ayat (1) dan (2)

hufuf a s/d e

ayat (1)

ayat

(1)

s/d

s/d

Cukup jelas

Cukup jelsas

Cukup jelas
: Cukup jelas
(4) ': ‘Cukup Jelsas

(3) : Cukup jelas

- .
e

‘Cukup jelas '~

Cukup'jelas %]

~ o8

L

:E?CGkgﬁ'jgiés‘"

&2,

Cukup jelas
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LAMPIRAN XX : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPa A
~ DAERAH TINGKAT I  Jawa

TENGAH
NOMOR : 188.3/218A/1995
TANGGAL : 10 Juli 1995

PERUBAHAN (\TAS, PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 29 TAHUN 1995 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN

1. Penamaan Peraturan Daerah dan diktum "menetapkan"

pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

2. Konsiderans “"Menimbang” huruf a, perkataan “"Nomor
8 Tahun 1993 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor ... Tahun 1995" diubah
dan dibaca "Nomor 8 Tahun 1995,

3. Dasar Hukum "Mengingat" :
a. Ditambahkan satu dasar hukum baru vyaitu "Nomor

3 (baru) yang berbunyi sebagai berikut :
"3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-

tahan dalam bidang Kesehatan xepada Daerah

(Lembaran Negara Republik

8 r.ionesiaNomor
2347) .,

b. Nomor & (baru)

e diubah dan dibaca sebagai beri-
u
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"6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin-
tahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah

Tingkat 11 Percontohan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3590) ;.
c. Nomor 10, perkataan "Daerah'" pada akhir kalimat
dihapus.

Pasal. 2: ayat (2) perkataan "Kepala . Dinas" pada

akhir kalimat diubah dan dibaca "Bupati Kepala
Daerah".

Pasal 3, diubah dan dibaca sebagai berikut :
Pasal 3

"Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksana-
kan wurusan rumah tangge Daerah dalam bidang
kesehatan yang menjadi tanggung Jjawabnya meliputi
kesehatan keluarga . dan pelayanan kesehatan masya-
rakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan
penyehatan lingkungan, penyuluhah . kesehatan

masyarakat dan tugas pembantuan .yang diberikan
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I

Jawa Tengah' . ¢

Pasal 4, ‘diantara perkataan “tuéas” dan ‘"sebagai-
“mana" disisipkan perkataan "pokok".

Pasal. 5, diubah dan dibaca sebagai berikut :

a. huruf b "angka 1" diubah dan dibaca : "Urusan
Perencanaan dan Informasi Kesehatan”

b. Huruf c, diubah dan dibaca sebagal berikut..f
"Geksi Pelayanan Kesehatar Masyarakat terdiri

dari :
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y—

cva pifedapRya SiRSEES:  SSlafjue.
bese 3

c Huruf h,_f 5 3 dan K" (lama) diubah dan dibata
a huru : . :
Qquf wgy i @aA0footBares

a2 sebagai berikut :

1 bac
g. Pasal 6 diubah dan dib

: .  sebagaimana dimaksyg
" nan Organisasil .
&4 Su?u pagal 5 ayat (1) huruf a s/d.g dan  ;
ga a?uran Daerah ini, diatur lebih lanjut
era '
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Pembentukan, Organisasi dan Ta?akeria UPTD
Sosial akan ditetapkan kemudian setelah

mendapat persetujuan dari Menteri Dalam
Negeri ;

{3) Bagan O0Organisasi Dinas Kesehatan tercantum
dalam Lampiran vyang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah -ini.

g. Ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah vyang

terdiri dari Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal
demi Pasalj;’ e '

10. Judul Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut:

"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  DAERAH
TINGKAT 11 BANYUMAS NOMOR 29 TAHUN
1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA

DINAS = KESEHATAN' KABUPATEN  DAERAH
TINGKAT 11 BANYUMAS" .

11. Padsa Baqan diu

bar < :
Ja dan dibacga sebagai berikut
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ae.

b.

Kolom Bagan "URUSAN PERLENGKAPAN" diubah dan
dibaca "PERENCANAAN DAN INFORMASI KESEHATAN",

Kolom Bagan "SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM DAN
EVALUASI" dan "SUB SEKSI-SUB SEKSINYA " diha-
pus. )

Judul Bagan pada akhir kalimat ditambahkan

perkataan"KABUPATEN . DAERAH TINGKAT II BANYU-
MAS"

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Bidang I;
Cap. ttd.

Drs. HARTONO

g
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AT 11 BANYUMAS
LANPIRAN : PERATURAN DAERAH KAEUPATEN DAERAR TINGK
NONOR 29 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN IATAKER{A
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT I FANYUMAS

BAGAN ORGANISAS1 DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 EANYUNAS

KEPALA DINAS

SUB BAGIAN TA-

TA -USAHA
1
[ ] ] ]
UR.PERENC. & URUSAN URUSAN URUSAN
INF.KESEHATAN| | KEPEGAWAIAN KEUANGAN UNUNM
{ 1 | | |
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